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ABSTRAK

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF

INDONESIA”

OKKY VAN ROYAN

50 2018 068

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya tindak pidana
penipuan jual beli online yang terjadi dimasyarakat.Dikarenakan sudah
banyaknya masyarakat beralih dari jual beli konvensional pada umumnya,
karena sangat memudahkan bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan
transaksi sehingga tidak luput dari kejahatan.

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai sanksi pidana bagi
pelaku tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif
Indonesia.Kemudian bagaimanakah penerapan dan pertimbangan hakim
dalam memutus perkara penipuan jual beli online.Skripsi ini bertujuan untuk
membahas hal tersebut diatas, karena maraknya tindak pidana penipuan
dalam jual beli online yang terjadi akhir-akhir ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative
dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan,
buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek kajian.Setelah
data diperoleh, penulis menganalisis secara kualitatif data yang diperoleh
terhadap objek kajian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif,
tindak pidana penipuan jual beli online ini dikenakan dalam Pasal 28 ayat (1)
UU ITE. Penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Baturaja berdasarkan bukti 3 (tiga) cara yaitu; cara penipuan, kerugian dalam
penipuan, dan niat penipuan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Penipuan, Jual Beli Online.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belekang

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang

dengan sangat pesat, sehingga masyarakat dapat memperluas aktifitasnya

melalui teknologi. Dengan munculnya teknologi informasi, setiap orang

dapat mengakses, memperoleh informasi, serta dapat menambah jaringan

yang sangat luas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan

menyebabkan pada perubahan sosial yang sangat signifikan. Meski

demikian, munculnya teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya

memberikan dampak positif semata, melainkan juga banyak dampak-

dampak negative yang muncul disebabkan penyalahgunaan media

elektronik elektronik hingga dalam penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah

menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu

dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada

peningkatan produktivitas dan efisiensi pengaruh globalisasi dengan

penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah

pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan

mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan,

keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi
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dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan

telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor

bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. “Manfaat

teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga

didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak

kejahatan-kejahatan baru (cybercrime) sehingga diperlukan upaya

proteksi.”1 Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan

komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan

kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban

manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan

perbuatan melawan hukum.

Perbuatan hukum didunia maya merupakan fenomena yang sangat

mengkhawtirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan,

terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari

aktifitas pelaku di dunia maya. Kenyataan itu demikian sangat kontras

dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi diberbagai sektor. “Oleh regulasi terhadap berbagai

aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

tersebut”.2

Perkembangan jual beli online di Indonesia sangat berkembang

pesat baik dikalangan remaja maupun orang dewasa seiring dengan

1Siswanto Sunarso,2009, Hukum Informasi dan Trabsaksi Elektronik , Jakarta,
Rineka Cipta, halaman 39.

2Siswanto Sunarso,2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta,
Rineka Cipta, halaman 40.
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meningkatnya penggunaan internet di era digital ini. Perkembangan media

internet komersil yang paling berpengaruh didalam kehidupan sehari-hari

ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli online melaui website ataupun

media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain lain. Kegiatan jual beli

memalui media internet ini untuk mempermudah penjual maupun

konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara instan. Ada

banyak keuntungan dari manfaat adanya E-comerce ini yaitu penjual tidak

perlu untuk mendirikan tempat atau toko untuk usaha, hanya dengan

memanfaatkan sosial media jaringan internet yang ada penjual mendirikan

usaha kapanpun dan dimanapun baik melalui website atau memanfaatkan

sosial media untuk ajang promosi barang. Selain itu manfaat lainnya adalah

memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu

lagi mengeluarkan biaya tinggi untuk melakukan promosi. Mengenai

transaksi jual beli ini secara umum (lex generalis) diatur dalam KUHPerdata

yang terdapat dalam buku III tentanng perikatan, tetapi secara khususnya

(lex generalis) transaksi jual beli memalui media internet ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan

hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer,

dan/atau media elektronik lainnya.”
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Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu

menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena

perkembangan dari KUHPerdata dan mengakomodir kebutuhan masyarakat

yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi ataupun

perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.”3

Konsep penipuan (bedrod) terdapat dalam pasal 378 KUHP

merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar maka akang

mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapatdan

pemaknaan terhadap istilah delik, Leden marpaung memberi istilah “delik

atau “strafbaar feit” (bahasa Belanda), ”delictum”(bahasa Latin), ”criminal

act”(bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan

hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang

melanggarnya”4

“Penipuan dalam KUHP merupakan terminology dalam hukum

pidana, yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV

Pasal 378 KUHP, dinyatakan.”5

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkandiri sendiri
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palse
maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun
dengan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang,
dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat(4) tahun.

3Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, halaman 228.

4Leden Marpaung, 2006, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta, Sinar
Grafika, halaman 7.

5Yahman , 2015, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Jakarta,
Pranademedia Group, halaman 112.
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Beberapa peristiwa jual beli melalui media social yang dilakukan

oleh masyarakat Indonesia banyak yang bermasalah dengan hukum. Dari

mulai barang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan, ada pula

pengiriman barang yang tidak tepat hingga beberapa kasus website penyedia

jual beli online yang tidak memberikan barang pesanan yang sudah

dibayarkan. Tentu hal tersebut karena memang ranahnya privat berupa

wanprestasi dalam hukum perdata. Akan tetapi berbeda ketika memang ada

unsur penipuan dalam jual beli online ini, maka ranahnya menjadi publik

yaitu dengan ancaman pidana. Sebagaimana ketentuan dalam UU ITE dan

UU Perlindungan Konsumen bagi pelaku penipuan melalui media internet

maka pelaku akan dikenakan pidana.

Sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten lewu, atas nama

terpidana adalah Musbah alias Andi Dwi Santoso alias Sarbini bin

Mangkerru. Dimana pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli

barang-barang elektronik melalui website online. Sebagaimana tertulis

dalam dakwaannya pelaku telah merugikan korban senilai Rp.6.000.000,00

sehingga dalam putusan pengadilan No.185/Pid.Sus/PN Msb, memberikan

hukuman hukuman terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 10 bulan

dan dengan denda sebanyak Rp.6.000.000,00.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara

singkat, dan sederhana tentang bagaimana cara hakim dalam memutuskan

perkarapenipuan jual beli online yang marak terjadi belakangan ini, dengan
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judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK

PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM

POSITIF INDONESIA”.

B. Permasalahan

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar

mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dan agar

penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan

pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam

jual beli online menurut hukum positif Indonesia ?

2. Bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam

melakukan pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada

penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online

menurut hukum positif Indonesia dengan mengambil lokasi penelitian di

Baturaja Oku Sumatera Selatan dan tidak menutup kemungkinan untuk juga

membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam jual beli online

menurut hukum positif Indonesia.
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2. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran

khususnya bagi hukum perdata dan hukum pidana, yang dipersembahkan

sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka
yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-
konsep khusus yang akan diteliti.Konsep merupakan salah satu unsur
konkrit dan teori.Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih
lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi
operasionalnya.Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari
peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai
tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data
yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi:
“Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam
definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang
dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.”6

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa

ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori,

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

6Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,2015, Buku Pedoman
Penulisan Skripsi, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
halaman 5.
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kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang

telah terencana dan tersusun sebelumnya, dalam hal ini penegak hukum

yang bertugas.7

2. Sanksi pidana ialah berupa hukuman yang dijatuhkan seseuai dengan

pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sanksi

pidana sendiri diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma atau

aturan yang diterapkan.8

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur

oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak

pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda,

yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict,

yang berasal dari bahasa latin delictum.9

4. Jual beli adalah tukar menukar menurut bahasa sedangkan menurut

istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara

menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang.10

5. Online adalah perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.

Dalam bahasa Indonesia istila online dipadankan menjadi dalam jaringan

(daring).11

7https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-
para-ahli.html. Di akses pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 22:15

8Teguh Prasetyo,2010, Hukum pidana, PT Raja Grafindo Persada, halaman 2.
9Nurul Irfan Muhammad, 2009, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,Jakarta,

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, halaman 31.
10Abdul Rahman Ghazaly, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta, Kencana, halaman 67.
11https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-

online-dan-offline. Diakses pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 23:40
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6. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak

tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum

atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan

dalam negara Indonesia.12

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini

tergolong penelitian hukum normatif sehingga metode yang diterapkan

ialah deskriptif dengan menggambarkan bagaimana sanksi pidana bagi

pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online menurut hukum

positif Indonesia dan bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim

dalam memutuskan perkara, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporah hasil penelitian,

12Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia (Suatu kajian Teoritik),
Yogyakarta, UII Press, halaman 1.
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makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), yang

relevan dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait,

anatara lain aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa serta hakim

yang bertugas terkait permasalahan ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis

datayang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,

dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum tentang

perjanjian, tinjauan umum tentang jual beli online, tinjauan

umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang

hukum positif Indonesia terkait jual beli online

BAB III Pembahasan
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Pada bab ini membahas tentang penerapan sanksi pidana

terhadap tindak pidana penipuan jual beli online menurut

hukum positif Indonesia serta penerapan dan pertimbangan

hakim dalam memutus perkara

BAB IV Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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